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ABSTRAK 

 
 

Salah satu tujuan utama kepailitan adalah pemberesan, artinya, seluruh harta debitor pailit dijual 

dan hasilnya dibagikan kepada seluruh kreditur. Dalam teorinya, pada kepailitan, sebenarnya masih 

terbuka kesempatan untuk melangsungkan usaha (going concern). Terdapat beberapa rumusan masalah 

yaitu: Pertama: Apa Teori hukum yang digunakan sebagai landasan hukum bagi kelangsungan usaha 

(going concent) Debitor Pailit; Kedua: Apa Prinsiip-prinsip hukum terbaik yang dapat digunakan bagi 

kelangsungan usaha (going concern) debitor pailit dalam rangka kontribusi pembangunan ekonomi 

nasional; Ketiga: Bagaimana konsep hukum pengaturan yang terbaik bagi kelangsungan usaha (going 

concern), debitor pailit dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.   

 

Adapun metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian 

dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis 

terhadap beberapa data empiris dari   teori hukum, prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Juga dikaitkan dengan beberapa 

putusan pengadilan dan penetapan hakim pengawas yang memutuskan melanjutkan usaha (going 

concern). Penelitian hukum normatif dan empiris ini adalah suatu prosedur dan metode penelitian ilmiah 

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Bahan hukum 

yang merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan ini. Adapun yang 

menjadi bahan hukum dalam penulisan penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 

   

Hasil penelitian menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan yaitu: Pertama: Teori hukum alam 

sebagaimana dikemukakan Thomas Aquinas Lex Naturalis sebagai landasan dalam kaitaannya dengan 

kelangsungan usaha (going concent) debitor pailit, konsep negara kesejahteraan (wlfare state) 

sebagaiman termaktub dalam UUD 1945. Kedua: Beberapa prinsip hukum terbaik dan utama yang 

dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan usaha (going concent) adalah prinsip transparansi, prinsip efektif 

dan efisiensi, dan prinsip non-dispute. Ketiga: Konsep yang dapat dimanfaatkan dan diatur dengan 

pengaturan yang terbaik dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan Ekonomi Nasional dapat 

berupa memberikan suatu asas kelangsungan usaha debitor pailit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitas Kristen Indonesia 

Judul Disertasi: Prinsip Kelangsungan Usaha Bisnis (Going Concern) Pada 

Kepailitan Dalam Rangka Kontribusi Untuk Pembangunan Ekonomi 
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Kata Kunci: Kelangsungan Usaha, Kepailitan, Pembangunan Ekonomi Nasional. 
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ABSTRACT 
 

 
Title Dissertation: The Principle of Going Concern Business in Bankruptcy For The 

Contribution Framework of The National Economic Development 

D. Key Word: Going Concern, Bankruptcy, Economic Development. 

 

 

The main goal of Bankruptcy is the settlement of debtor’s are sold or managed to fulfil debtor’s 

obligation to the creditors. The settlement must be done proportionally or pro-rate. In Bankruptcy Law 

Theory, there is one principle called “going-concern”, which allows the debtors to continue the 

business. The purpose of this research is to find the best theory that will be relevant for implementing 

the basis principle of going-concern in bankruptcy, and also implementing the best settlement for 

debtors to contribute to the national economic development. 

 

The methods used in this dissertation are a normative and empirical legal approach; focusing 

on how to write based on an analysis of some empirical data from legal theory, legal principles, and 

legislation that are related to the study, also associated with several court decisions and determinations 

supervisory judge who decides to continue the business (going concern). Normative and empirical legal 

research is a procedure and scientific research method to find truth based on logical jurisprudence 

from a normative point of view. Basic legal materials will be used as a reference or foothold in this 

writing. There are 3 categories of legal material in this research, such as primary, secondary, and 

tertiary. Primary legal materials have authority. Primary legal materials consist of laws and 

regulations, official records, or treatises in making laws and decisions of judges. Secondary legal 

material provides explanations regarding primary legal materials that come from several works of 

literature, textbooks, journals about law, scientific essays, and other books. Tertiary legal materials 

provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials, which could be in the 

form of interviews and legal dictionaries. 

 

This research aims to answer 3 main problems. First, Lex Naturalis by Thomas Aquinas, is the 

reflection of the ratio about God. This theory teaches us that what people do will be in line with what 

people get, so receiver uses their ratio in Lex Naturalis to implement going-concern. Second, 

Transparent, Effective, and Efficient Principles could be utilized in going-concern. Third, the concept 

could be managed and used for the development of the National Economic. 
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KATA PENGANTAR 

 
“Woe to those [judges] who issue unrighteous decrees, and to the magistrates 

who keep causing unjust and oppressive decisions to be recorded”. (Isaiah Chapter 

10th paragraph 1). (Celakalah mereka [hakim-hakim] yang mengeluarkan 

keputusan-keputusan yang tidak benar, dan bagi para hakim yang terus mencatat 

keputusan-keputusan yang tidak adil dan menindas). Terjemahan lainnya adalah 

celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka 

yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. 

Yang disebut magistrate adalah pejabat tertinggi yang berperan dalam bidang 

hukum di lingkungan lembaga Eksekutif dan Judikatif, oleh karena itu para 

magistrate di Indonesia yang mengeluarkan atau mencatat keputusan-keputusan 

dengan kelaliman, tidak benar dan tidak adil harus disanggah, tetapi yang benar dan 

adil kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tertanam dihati 

mereka philosophi keadilan. 

Penulisan disertasi ini yang berjudul “REKONSTRUKSI HAK KREDITOR 

KONKUREN DI DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN 

PENUNDAAN      KEWAJIBAN      PEMBAYARAN      UTANG      UNTUK 

KESEIMBANGAN HAK PARA KREDITOR” jauh dari sempurna karena teramat 

besar muatannya dan terlalu luas ruang lingkupnya yaitu nasional, regional bahkan 

internasional, maka gelar Doktor Ilmu Hukum Bidang Bisnis atau Commerce pada 

Program Pascasarjana yang Peneliti akan raih di Universitas Kristen Indonesia tidak 

berhenti sampai disini saja, karena hasil penemuan dari penelitian tulisan ini adalah 

adanya paradigma baru yang sangat mendasar dan sangat kuat untuk dapat 
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mempengaruhi, memperbaiki, merubah, dan bahkan menjamin hak-hak para 

kreditor dari generasi ke generasi di 242 negara, di 5 benua dan seluruh dunia. 

Dengan kasih karunia Allah Yang Maha Kuasa, Peneliti menulis 5 series buku yang 

berkualitas dan kompetitif terkait hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi 

kreditor yang dijamin konstitusi tetapi ternyata seperti telah di diskriminasi di 

Indonesia dan dunia. Ada 1 formula karya ilmiah Peneliti kepada Bank Dunia 

sebagai Open Knowledge Repository (Pusat Gudang Pengetahuan Baru Yang 

Terbuka) terkait UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency “karena 

kekosongan hukum atau “lack of regulations” untuk menyelesaikan Cross Border 

Insolvency (kepailitan lintas batas). Peneliti dengan kerendahan hati memohon 

kepada para Dosen Pembimbing atau Promotor maupun Co-promotor serta para 

penguji di ujian tertutup maupun terbuka untuk turut serta menjelaskan dan 

menyebarkan kebaharuan atau state of arts tulisan ini sehingga terlebih dahulu 

dapat terwujud segera di Indonesia kemudian dapat menyebar ke wilayah regional 

serta internasional sebagai hukum yang hidup dan harmoni. Hal yang sama saya 

mohon juga kepada para praktisi kepailitan, para ahli dan akademisi untuk 

mewujudkan paradigma baru agar sedini mungkin dapat mencegah korban-korban 

baru yang akan berjatuhan karena ditebas dan dilindas oleh hukum kepailitan 

dengan paradigma yang eksis (exist paradigm). Peneliti tidak sanggup seorang diri 

melakukan tugas yang sungguh amat berat ini. Peneliti juga merasakan sangat sukar 

dan juga sangat melelahkan menyelesaikan tulisan ini tetapi dengan bekal 

bimbingan dan ilmu pengetahuan dari para dosen di masa perkuliahan, Peneliti telah 

dibimbing dan dibekali dengan baik oleh yang saya hormati dan banggakan di 
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Universitas Kristen Indonesia, dan oleh karena itu Peneliti dengan hormat 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA., sebagai Dosen 

Peneliti dan sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia; 

2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., selaku Direktur Program 

Pascasarjana; 

3. Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Doktor 

Hukum Program Pascasarjana; 

4. Bapak Prof. Dr. M. S Tumanggor, S.H., M.Si., CTA., selaku Promotor; 

 

5. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku Co-Promotor I; 

 

6. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Co-Promotor II; 

 

7. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., selaku Penguji; 

 

8. Bapak Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S., FCBArb, selaku Penguji: 

 

9. Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tertutup dan Terbuka; 

 

10. Para Dosen Peneliti di Universitas Kristen Indonesia yang maha terpelajar 

bergelar Profesor dan Doktor serta Para Dosen dari Universitas lain yang 

tidak dapat Peneliti sebut satu-persatu yang juga bergelar Profesor dan Doktor 

yang telah membekali dengan memberi ilmu pengetahuannya yang tidak 

terbatas nilainya; 

11. Seluruh Dosen Peneliti yang seharusnya mempergunakan waktu istirahatnya 

untuk menikmati hidup tetapi masih mengajar dengan membekali Peneliti 

sampai larut malam. Semua darma bakti para Dosen Peneliti, tidak dapat 

diimbangi dengan pemberian apapun dari Peneliti, kiranya Tuhan Yang Maha 
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Esa dengan kebaikannya memberi limpah berkah dan kasih karuniaNya yang 

begitu besar kepada seluruh dosen maupun keluarga yang sangat jauh 

melampaui akal dan pikiran kita; 

12. Segenap civitas akademi Universitas Kristen Indonesia, termasuk para kolega 

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum khususnya lighting 2020 serta 

semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah banyak 

membimbing, mengajari dan menolong Peneliti; 

13. Para kolega Peneliti sebagai Advokat dan Kurator, Andrey Sitanggang, 

Jimmy Simanjuntak, Munir Fuady, Anthony LP Hutapea, dan Imran Nating, 

atas kebaikannya bersedia sebagai narasumber dengan memberi pendapat 
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ABSTRAK 

Judul Disertasi: Rekonstruksi Hak Kreditor Konkuren Di Dalam Undang- 

Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang Untuk Keseimbangan Hak Para Kreditor 

Transaksi bisnis antara Kreditor dengan Debitor dalam bentuk barang, 

uang dan atau jasa adalah bernilai dan mengikat, yang menimbulkan hak dan 

kewajiban sehingga para pihak yang mengadakan transaksi harus dilindungi 

hukum. Ada pihak yang telah melaksanakan kewajibannya tetapi tidak 

memperoleh kembali haknya, hal ini menimbulkan kerugian materiil 

selamanya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu 

Hukum Kepailitan perlu segera ditulis ulang atau direkonstruksi. Dalam 

tulisan ini terdapat tiga rumusan masalah hukum pokok, yaitu Pertama: 

Apakah hak Kreditor Konkuren di dalam Undang-Undang Kepailitan Dan 

PKPU patut ditentukan oleh Hakim Pengawas; Kedua: Mengapa timbul 

peringkat utang untuk memperoleh harta pailit yang mengakibatkan kerugian 

bagi Kreditor Konkuren; Ketiga: Bagaimana paradigma baru bagi para 

kreditor di dalam Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU dalam rangka 

pembangunan hukum. 

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis 

normatif atau doktrinal yang didukung oleh data empiris, juga dilakukan 

dengan   pendekatan   konseptual;   pendekatan    perundang-undangan; 

pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Sumber data   yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan bahan hukum dalam 

penulisan ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Hasil penelitian ini memberi tiga kesimpulan yaitu Pertama: Hak 

Kreditor Konkuren di dalam Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU tidak 

patut ditentukan oleh Hakim Pengawas tetapi ditentukan oleh Kurator; 

Kedua: Peringkat utang untuk memperoleh harta pailit yang merugikan 

Kreditor Konkuren selama ini terjadi karena tidak diterapkan “dasar penentu 

sebagai kreditor” atau “determinor” sesuai Pasal 1320 KUHPerdata butir ke- 

3 yaitu “hal tertentu”, dan juga perlu harmonisasi hukum dalam transaksi 

lintas batas negara; Ketiga: Paradigma baru bagi para kreditor dalam Undang- 

Undang Kepailitan Dan PKPU dalam konteks pembangunan hukum untuk 

melindungi para kreditor. 

 

Kata Kunci: Rekonstruksi, Hak-hak Kreditor Konkuren, Kepailitan, 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Keseimbangan Hak 

Kreditor. 
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ABSTRACT 

Dissertation Title:        Reconstruction of   The Concurrent   Creditor Right in 

The Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment 

Obligation to Balance The Creditors Rights 

 

Business transactions between the Creditors and the Debtor in the form 

of goods, money and or services are valuable and binding, it will arise the 

rights and obligations so that the concluded parties must be protected by law. 

There are parties who have carried out their obligations but cannot regain 

their rights, this causes material losses forever in accordance with the 

Constitutional Court Judgment, therefore Bankruptcy Law needs to be 

immediately rewritten or reconstructed. In this paper there are three main 

legal problem formulations, e.g First: Are the rights of Concurrent Creditors 

in the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) Laws 

appropriate to be determined by the Supervisory Judge; Second: Why is the 

debt ranking to obtain bankruptcy asset have damaged of Concurrent 

Creditors; Third: What is the new paradigm for creditors in the Bankruptcy 

and PKPU Laws in the context of legal development. 

The research method used in this paper is normative or doctrinal 

juridical supported by empirical data, also carried out with a conceptual 

approach; legislation approach; comparative approach and case approach. 

The data sources used in this study are secondary data, and the legal 

materials in this writing are primary, secondary and tertiary legal materials. 

The result of this study providing three conclusion, i.e First: The rights 

of Concurrent Creditors in the Bankruptcy and PKPU Laws should not be 

determined by the Supervisory Judge but rather by the Curator (Insolvency 

Practitioner); Second: The debt ranking to obtain bankruptcy assets have 

damaged of Concurrent Creditors and it is occurred due to the "determining 

basis as a creditor" or "determiner" was not applied in line with the Article 

of 1320 of the Civil Code of 3th clause, namely "certain object", and in the 

event of cross-border transactions are needed legal harmony; Third: A new 

paradigm for creditors in the Bankruptcy and PKPU Laws in the context of 

legal development to protect creditors. 

 
Keywords: Reconstruction, Concurrent Creditor Rights, Bankruptcy, 

Suspension of Debt Payment Obligations, and Balance of Creditors Rights. 


